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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Wajib Pajak  

Pajak merupakan peranan penting untuk pembiayaan pembangunan, dimana 

Wajib Pajak merupakan bagian dari penerimaan pajak tersebut. Dengan kata lain 

tidak akan ada pajak apabila tidak ada Wajib Pajak. Menurut Undang-Undang 

No.16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 

1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau 

badan, meliputi pembayarpajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan 

kewajibanperpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan”. 

Menurut Suandy (2002:3), “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan 

yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan 

untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak 

tertentu”. Dari kedua pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian wajib 

pajak menurut penulis adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Definisi Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati 

(2010:29)  adalah :“Wajib Pajak adalah orang atau badan yang sekaligus memenuhi 

syarat- syarat objektif, yaitu kalau wajib pajak dalam negeri memperoleh atau 
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menerima penghasilan yang melebihi batas minimum kena pajak atau yang disebut 

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan jika ia merupakan wajib pajak luar 

negeri menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber-sumber yang ada di 

Indonesia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP).” 

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat dikatakan bahwa Jumlah Wajib 

Pajak adalah Jumlah Orang Pribadi atau badan yang melakukan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

2.1.2 Pemeriksaan Pajak 

Definisi Pemeriksaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:257) adalah 

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 

keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional 

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang –undangan perpajakan”. 

 

Sedangkan menurut Mardiasmo dalam buku Neneng Hayati (2015:334) 

Pemeriksaan Pajak adalah “serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan 

dan mengolah dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan perundang – undangan 

pajak”.  

Definisi pemeriksaan pajak menurut Thomas Sumarsan (2017:95) 

Pemeriksaan Pajak adalah  “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun 

dan megolah data data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara 

objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
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kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam 

rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan”. 

Berdasarkan ketiga definisi dari para ahli di atas, maka dapat dikatakan bahwa 

pemeriksaan pajak merupakan kegiatan menghimpun dan mengolah data atau 

keterangan secara profesional berdasarkan standar pemeriksaan dan undang-

undang perpajakan. 

 

2.1.3 Penerimaan Pajak 

Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah salah satu primadona 

penerimaan negara yang paling potensial, sebab peningkatan penerimaan dalam 

negeri dari sektor pajak adalah suatu yang wajar karena secara logis jumlah 

pembayar pajak dari tahun ke tahun akan semakin besar berbanding lurus dengan 

peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan 

penerimaan dalam negeri dari sektor migas, cenderung menunjukan penurunan 

akibat cadangan sumber daya alam yang semakin lama semakin terbatas. 

Menurut Muljono (2010:93) definisi penerimaan pajak adalah “Penerimaan 

pajak adalah penerimaan yang diterima oleh pemerintah dari sektor pajak.” 

Menurut Timbul H. Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:30) definisi        

penerimaan pajak adalah “Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan paling 

penting bagi negara untuk kemandirian dan pembiayaan pembangunan.” 
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Menurut Sakti Nufransa Wira (2015:4) menyatakan bahwa: “Penerimaan 

Pajak adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas barang mewah (PPnBM), 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB), cukai, dan pajak lainnya.” 

Sehingga dapat disimpulkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah 

pendapatan yang diterima negara dari kontribusi masyarakat kepada negara, diluar 

pendapatan dari sektor migas.   

Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan 

baik untuk belanja rutin maupun pembangunan (Suryadi, 2006:105). Dari 

pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan dapat menjadi sumber 

pembiayaan pembangunan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah 

dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Penerimaan pajak berasal dari pusat 

dan daerah yang merupakan hasil pungutan dari wajib pajak. Jika kontribusi pajak 

dari rakyat ke negara lancar, maka pembangunan menjadi lancar dan berjalan secara 

continue. 

2.1.4 Pajak Penghasilan 

Menurut Undang-Undang No 17 tahun 2000 pengertian Pajak penghasilan 

adalah : “Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang 

diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak atau suatu pungutan resmi yang 

ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diperolehnya dalam tahun 
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pajak untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan 

bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.” 

Adapun pengertian lain Pajak Penghasilan menurut Erly Suandy (2011:43): 

“PPh termasuk dalam kategori sebagai pajak subjektif, artinya pajak dikenakan 

karena ada subjeknya yakni yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan 

dalam peraturan perpajakan. Sehingga terdapat ketegasan bahwa apabila tidak ada 

subjek pajaknya, maka jelas tidak dapat dikenakan pajak.” 

Menurut Siti Resmi (2016:74) bahwa Pajak Penghasilan adalah: “Pajak 

yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima yang dapat 

dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu dalam 

suatu tahun pajak”. 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa PPh atau 

pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan 

atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan 

yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang 

lainnya. 

Pajak Penghasilan Badan adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap 

penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan. Sementara itu, PPh 

Badan ini terbagi menjadi dua berdasarkan sifatnya, yakni: 

 PPh Badan Final 

Pajak Penghasilan atau PPh Final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas 

penghasilan yang diterima atau diperoleh WP Badan berdasarkan Peraturan 
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Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang 

Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu. 

 PPh Badan Tidak Final 

Pajak Penghasilan atau PPh Tidak Final adalah pajak penghasilan yang dikenakan 

atas penghasilan yang diterima oleh WP Badan berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 

31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. 

2.1.5 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Badan 

Pajak Penghasilan yang dikenakan atas pendapatan suatu badan atau perusahaan 

sendiri antara satu dengan lainnya berbeda-beda, tergantung bidang dan kebijakan 

usahanya. Selain tarif, WP Badan juga perlu mengetahui cara menghitung jumlah 

Penghasilan Kena Pajak yang dimilikinya. Sehingga akan diketahui besar PPh 

Badan yang harus dibayarkan ke kas negara. Secara umum, ada dua jenis pajak 

yang menjadi kewajiban WP Badan, yakni Pajak Penghasilan (PPh) Badan 

dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPnBM). 

Hak dan kewajiban wajib pajak badan sebagai berikut: 

 Hak mengajukan restitusi kelebihan pembayaran pajak 

 Hak mendapat perlindungan kerahasiaan data 

 Hak memperoleh pengembalian pendahuluan kebijakan pembayaran pajak 

 Hak mendapatkan fasilitas pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) 

 Hak peroleh insentif perpajakan 

https://klikpajak.id/blog/jenis-pajak-penghasilan-badan-usaha-atau-perusahaan/
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 Kewajiban mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sesuai ketentuan 

perundang-undangan perpajakan 

 Wajib membayar kewajiban pajaknya 

 Kewajiban melaporkan pajaknya 

 Kewajiban berlaku kooperatif apabila dilakukan pemeriksaan pajak 

2.1.6 Jenis-jenis Pajak Penghasilan Badan 

Berikut jenis pajak penghasilan dan pajak lainnya yang dibayar / setor dan 

dilaporkan oleh WP Badan atau perusahaan: 

1. Pajak Penghasilan Pasal 21 

PPh Pasal 21 mengatur tentang pemotongan dari hasil pekerjaan jasa atau 

kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh 

Wajib Pajak atau karyawan Anda, dan harus dibayarkan setiap bulannya. 

Perusahaan melakukan pemotongan langsung atas penghasilan para karyawan 

untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi. Pengelolaan 

untuk pajak karyawan termasuk hitung dan setor maupun lapor  SPT Masa PPh 

21 dapat dilakukan melalui fitur e-Filing Klikpajak. 

2. Pajak Penghasilan Pasal 22 

PPh 22 adalah pajak penghasilan yang mengatur atas pemungutan pajak dari Wajib 

Pajak yang dibebankan pada badan usaha tertentu karena melakukan aktivitas 

perdagangan terkait dengan ekspor, impor, maupun re-impor. 

 

https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-pasal-21-2/
https://klikpajak.id/aplikasi-pajak-online/e-filing/
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3. Pajak Penghasilan Pasal 23 

PPh Pasal 23 adalah pajak yang mengatur atas pemotongan pajak yang dilakukan 

oleh pemungut pajak dari Wajib Pajak ketika terjadi transaksi yang merujuk pada: 

 Transaksi dividen atau pembagian keuntungan saham 

 Royalti, bunga, hadiah dan penghargaan 

 sewa, dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan aset selain 

tanah dan transfer bangunan atau jasa. 

 

4. Pajak Penghasilan Pasal 25 

PPh Pasal 25 badan adalah pajak yang mengatur atas angsuran pajak yang berasal 

dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT PPh dikurangi PPh yang 

telah dipungut serta PPh yang dibayar atau terutang di Luar Negeri dan boleh 

dikreditkan. Tarif PPh 25 kemudian terbagi menjadi tiga klasifikasi berdasarkan 

tingkat brutonya. 

5. Pajak Penghasilan Pasal 26 

PPh Pasal 26 mengatur pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber 

dari Indonesia dan diterima Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap 

(BUT) di Indonesia. 

 

 

https://klikpajak.id/blog/pajak-pph-23-tarif-pajak-penghasilan-pasal-23/
https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-pph-pasal-25/
https://klikpajak.id/blog/pph-25-badan-dan-perhitungannya/
https://klikpajak.id/blog/tarif-pph-23-26-dan-perhitungan/
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6. Pajak Penghasilan Pasal 29 

PPh Badan Pasal 29 mengatur atas jumlah pajak terutang suatu perusahaan dalam 

satu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong oleh 

pihak lain, serta telah disetorkan. 

7. Pajak Penghasilan Pasal 15 

PPh Pasal 15 mengatur atas laporan pajak yang berhubungan dengan Norma 

Perhitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu, termasuk WP Badan 

yang bergerak pada: 

 Sektor pelayaran atau penerbangan internasional 

 Perusahaan asuransi luar negeri 

 Pengeboran minyak, gas dan geothermal 

 Perusahaan dagang asing 

 Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan serah guna. 

8. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) 

PPh Pasal 4 ayat (2) berkaitan dengan pajak yang dipungut dari penghasilan yang 

dipotong dari: 

 Bunga deposito dan tabungan lainnya 

 Bunga obligasi dan surat utang negara 

 Bunga simpanan yang dibayarkan koperasi 

 Hadiah undian 

 Transaksi saham dan sekuritas lainnya 

https://klikpajak.id/blog/pph-pasal-29-subjek-tarif-contoh-dan-cara-bayar/
https://klikpajak.id/blog/cara-menghitung-pph-pasal-15-sesuai-uu-pajak-penghasilan/
https://klikpajak.id/blog/pph-pasal-4-ayat-2/
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 Serta transaksi lain sebagaimana diatur dalam peraturan yang ditetapkan. 

Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, 15, 22, 23, dan 26 merupakan PPh 

Unifikasi yang harus dikelola melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi. 

9. Pajak Pertambahan Nilai 

PPN adalah merupakan pajak yang dibebankan untuk transaksi atas Barang Kena 

Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Nilai PPN biasanya ditambahkan pada 

harga pokok barang atau jasa yang diperjualbelikan tersebut. 

10. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) 

PPnBM merupakan pajak yang dikenakan atas barang atau produk yang dianggap 

bukan sebagai barang kebutuhan pokok. Barang tersebut biasanya dikonsumsi 

oleh masyarakat kalangan tertentu yang pada umumnya merupakan masyarakat 

berpenghasilan tinggi. Subjek Pajak Penghasilan Badan dan Objek PPh Badan 

dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), penghasilan suatu badan 

atau perusahaan yang dimaksud adalah: 

“Setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh 

Wajib Pajak Badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan 

apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain 

sebagainya.” 

Dasar pengenaan pajak penghasilan badan dikenakan pada subjek pajak atas 

penghasilan yang diterima atau diperoleh badan / perusahaan dan BUT dalam 

tahun pajak.Bentuk usaha tetap atau BUT merupakan subjek pajak yang perlakuan 

pajaknya dipersamakan dengan subjek pajak badan. 

https://klikpajak.id/aplikasi-pajak-online/e-bupot-unifikasi/
https://klikpajak.id/blog/pajak-pertambahan-nilai-ppn/
https://klikpajak.id/blog/bentuk-usaha-tetap-tarif-pajaknya-dan-bentuk-lain-dikategorikan-but/


 

17 
 

A. Subjek PPh Badan 

Subjek pajak Badan atau subjek PPh Badan adalah setiap Badan Usaha yang 

diberikan kewajiban untuk membayar pajak, baik dalam periode bulan maupun 

tahun dan disetor ke kas negara. 

Jenis subjek badan dibedakan menjadi 2 yakni: 

1. Subjek Pajak Dalam Negeri 

Subjek pajak dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan 

di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:  

 Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

 Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

 Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat (Pempus) atau 

Pemerintah Daerah (Pemda) 

 Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara 

 Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak 

2. Subjek Pajak Luar Negeri  

Sedangkan subjek pajak luar negeri adalah badan yang tidak didirikan dan tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Badan yang tidak didirikan dan 

tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima / memperoleh 
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penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha / melakukan kegiatan 

melalui BUT di Indonesia, juga termasuk subjek pajak luar negeri. Berdasarkan 

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang 

termasuk dalam pengertian Badan adalah sebagai berikut: 

1. Perseroan Terbatas (PT) 

2. Perseroan Lainnya 

3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

6. Firma 

7. Kongsi 

8. Koperasi 

9. Dana Pensiun 

10. Persekutuan 

11. Perkumpulan 

12. Yayasan 

13. Organisasi Masyarakat 

14. Organisasi Sosial Politik 

15. Organisasi lainnya dengan nama dan bentuk apapun 

16. Lembaga dan bentuk badan lainnya 

17. Kontrak Investasi Kolektif (KIK) 

18. Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

Pengertian BUT dalam hal Badan Usaha adalah bentuk usaha yang dipergunakan 

oleh badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia 

untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. 
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Bentuk usaha yang dipergunakan oleh badan ini dapat berupa: 

 Tempat kedudukan manajemen 

 Cabang perusahaan 

 Kantor perwakilan 

 Gedung kantor 

 Pabrik 

 Bengkel 

 Gudang 

 Ruang untuk promosi dan penjualan 

 Pertambangan dan penggalian sumber alam 

 Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi 

 Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan,atau kehutanan 

 Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan 

 Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, 

sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan 

 Badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas 

 Agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau 

menanggung risiko di Indonesia 

 Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, 

atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk 

menjalankan kegiatan usaha melalui internet. 
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B. Objek PPh Badan (Objek Pajak Badan) 

Objek PPh Badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan. Bagi 

Subjek Badan dalam negeri yang menjadi objek PPh badan adalah semua 

penghasilan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Penghasilan yang menjadi 

Objek Pajak Badan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) UU HPP 

meliputi: 

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima 

atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, 

gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura 

dan/atau kenikmatan,kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; 

2. Hadiah dari undian pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan; 

3. Laba usaha; 

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 

 Keuntungan karena pengalihan harta sebagai pengganti saham 

 Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham 

 Keuntungan karena likuidasi, penggabungan dan sejenisnya 

 Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibahan, bantuan, atau 

sumbangan 

 Keuntungan karena penjualan atau pengalihan Hak 

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya 

dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; 

6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian 

utang; 
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7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis; 

8. Royalti atau imbalan atas penggunaan Hak; 

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

10.Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

11.Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu 

yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing; 

13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

14. Premi asuransi; 

15. Iuran yang diterima/diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari 

WP yang menjalankan usaha/pekerjaan bebas; 

16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak 

17. Penghasilan dari usaha berbasis Syariah 

18. Imbalan bunga sesuai UU KUP 

19. Surplus Bank Indonesia. 

C. Jenis Penghasilan yang Dikenai Pajak Bersifat Final 

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan 

surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang 

diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh 

koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; 
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2. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang 

diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan 

penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan 

modal ventura; 

3. Penghasilan berupa hadiah undian; 

4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, 

usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; 

dan 

5. Penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau 

diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. 

Sedangkan sifat penghasilan final yaitu: 

 PPh Final (dibayar sendiri atau dipotong pihak lain) tidak dapat dikreditkan. 

 Biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara 

(3M) penghasilan yang dikenakan PPh final tidak dapat dikurangkan dalam 

memperhitungkan PPh terutang pada akhir tahun (dalam SPT Tahunan PPh). 

 Penghasilan yang dikenakan PPh Final tidak digabung dalam penghitungan 

pajak akhir tahun, tapi cukup dilaporkan saja. 
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2.2 Kerangka Pemikiran 

2.2.1 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak 

Penghasilan Badan 

Negara sudah memberikan kepercayaan kepada perusahaan dan masyarakat 

untuk inisiatif menghitung, melapor dan menyetor pajak (self-assesment). Terdapat 

beberapa jenis pajak bagi WP badan yang harus dibayarkan kepada pemerintah. 

Jenis pajak tersebut adalah Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. 

Tresno, dkk (2011:23) mengemukakan bahwa : ”Peningkatan jumlah wajib 

pajak badan harus diimbangi pula dengan peningkatan wajib pajak badan wajib SPT 

dari keseluruhan wajib pajak badan terdaftar.Semakin tinggi jumlah wajib pajak 

badan maka akan semakin tinggi pula penerimaan penghasilan badan.”Dengan 

demikian jumlah wajib pajak badan berpengaruh terhadap penerimaan pajak 

penghasilan badan. 

2.2.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan 

Badan 

Untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap berada dalam koridor peraturan 

perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib 

Pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Sebagaimana telah diatur dalam 

salah satu ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah 

direvisi oleh UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 dan direvisi kembali oleh 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan, yaitu dalam Pasal 29 ayat (1) bahwa: “Direktur Jenderal Pajak 

berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan 
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untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan“.  

Dalam penelitian Rozie (2005:16) menyimpulkan bahwa: “Dengan 

pemeriksaan pajak akan mendorong timbulnya kepatuhan Wajib Pajak, sehingga 

akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak 

yang pada akhirnya pajak yang dibayarkan Wajib Pajak akan masuk dalam kas 

negara.” 

Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar Wajib 

Pajak tetap mematuhi kewajibannya. Dari sekian banyak jenis pajak yang ada, 

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan harapan pemerintah untuk setiap tahunnya 

bertambah besar, baik dari jumlah penerimaan maupun dari segi Wajib Pajak yang 

membayarnya. (Asri dan Vinola, 2009). 

2.3 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam 

bentuk kalimat pertanyaan. (Sugiyono, 2009:93). Berdasarkan kerangka pemikiran 

yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sementara, bahwa: 

H₁ :  Jumlah Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan  

Badan. 

H₂ :  Pemeriksaan Pajak Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan  

Badan. 

 


